PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPU)
NOMOR 50 TAHUN 1960 ( 50/ 1960)
TENTANG
LARANGAN ORGANI SASI - CRGANI SASI  DAN PENGAWASAN
PERUSAHAAN- PERUSAHAAN ORANG ASI NG TERTENTU

Presi den Republik | ndonesia,

Meni nbang

1. bahwa perlu diadakan beberapa ketentuan yang berhubungan
dengan orang asi ng;
a. yang tidak nmenpunyai kewarga- negaraan;
b. yang nenpunyai kewar ga-negaraan dari sesuatu Negara yang

tidak di akui atau yang hubungan di pl omati knya di put uskan
ol eh Republ ik Indonesi a;
C. yang menurut hukum Negara yang diakui oleh Republik
I ndonesia nenpunyai kewarga-negaraan Negara tersebut,
akan tetapi yang tidak diturut ol en yang ber sangkut an;
2. bahwa karena keadaan yang nenaksa, naka soal tersebut diatur
dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang;

Mengi ngat :
Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar ;
Mendengar :
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 8 Desenber 1960;
VEMUTUSKAN:
Menet apkan
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang | arangan
or gani sasi - or gani sasi dan pengawasan terhadap perusahaan -

per usahaan orang asing tertentu.
Pasal 1.

D | arang organi sasi - organi sasi yang di dirikan ol eh atau untuk orang

asi ng;

a. yang tidak menpunyai kewarga- negaraan;

b. yang nmenpunyai kewar ga- negaraan dari sesuatu Negara yang tidak
di akui atau yang hubungan diplomatiknya diputuskan ol eh
Republ i k I ndonesi a;

C. yang nmenurut hukum Negara yang di akui ol eh Republik Indonesia
nmenpunyai kewar ganegar aan Negara tersebut, akan tetapi yang
tidak diturut ol eh yang bersangkut an.

Pasal 2.

(1) Serua perusahaan yang didirikan oleh atau untuk orang asing
ter maksud pada pasal 1 peraturan ini diawasi ol eh Penerintabh.

(2) Pel aksanaan pengawasan tersebut diatur oleh Menteri yang
ber sangkut an.

(3) Ji ka di pandang perlu, Menteri dapat nengatur pinpinan perusahaan
itu.



Pasal 3.

Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini nulai berl aku
pada tanggal 16 Desenber 1960.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahuinya, nenerintahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desenber 1960.
Presi den Republ ik I ndonesi a,

SUKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desenber 1960.
Pej abat Sekretaris Negar a,

SANTCSO

PENJ ELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
NOVOR 50 TAHUN 1960
TENTANG
LARANGAN CRGANI SASI - ORGANI SASI DAN PENGAWASAN
TERHADAP PERUSAHAAN ORANG ASI NG
TERTENTU.

UMUM

Ber hubung dengan tidak akan berl akunya | agi nenurut hukum
nanti pada tanggal 16 Desenber 1960 segal a peraturan/tindakan
yang di kel uar kan/ di anbi | ber dasar kan Undang- Undang No. 74 tahun
1957 (Lenbaran Negara tahun 1957 No. 160) tentang Keadan Bahaya,
antara | ain Keputusan Perdana Menteri No. 22/PM KB/ 1958 tanggal
26 April 1958, Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepal a Staf
Angkat an Darat No. Prt./Peperpu/032/1958 tanggal 30 Septenber
1958, Keputusan-keputusan Penguasa Perang Pusat Kepal a Staf
Angkat an Darat No. Kpts/Peperpu/0438/1958 tanggal 16 Oktober 1958
dan No. Kpts./Peperpu/0441/1958, tanggal 23 Cktober 1958, naka
perl u di kel uarkan ketentuan baru mengenai | arangan
or gani sasi - or gani sasi orang asing tertentu dan pengawasan
t er hadap perusahaan-perusahaan (juga perusahaan perseorangan)
dari pada orang asing tersebut.

Dengan ti dak berl akunya | agi segal a peraturan/tindakan yang
di kel uar kan/ di anbi | ber dasar kan Undang- Undang No. 74 tahun 1957
(Lenbaran Negara tahun 1957 No. 160) tentang Keadaan Bahaya, naka
kedudukan dari pada per usahaan- per usahaan or ang-orang Ti onghoa
tertentu yang di kuasai berdasar kan peraturan/tindakan tersebut



di atas, tidak berarti dengan sendirinya kenbali dal am kedudukan
senmul a sebel um di kuasai ol en karena peraturan/tindakan iitu
bersifat sekali saja.

Menteri-nenteri dibidang masi ng-masi ng supaya sel ekas
mungki n nmeneri ma penyerahan dari Penguasa Keadaan Bahaya yang
ber sangkut an per usahaan- perusahaan beri kut senua kekayaan yang
di kuasai di at as, sedangkan para Penguasa Keadaan Bahaya supaya
sel ekas mungki n nel akukan penyerahan itu.

Adapun Peraturan Penerintah Pengganti Undang-Undang in
sel ai n nengadakan | arangan or gani sasi - organi sasi orang asi ng
tertentu, juga nengadakan ketentuan tentang pengawasan ter hadap
per usahaan- perusahaan (juga perusahaan perseorangan) dari pada
orang asing tersebut.

Per aturan Penerintah Pengganti Undang- Undang ini disatu
fihak lebih luas dari pada peraturan/tindakan yang ber dasar kan
Undang- Undang No. 74 tahun 1957 (Lenbaran-Negara tahun 1957 No.
160), ol eh karena tidak hanya neliputi perusahaan dari pada
organi sasi nel ai nkan juga neliputi perusahaan perseorangan,
sedang dilain fihak | ebih senpit dari pada peraturan/tindakan
yang ber dasar kan Undang- Undang No. 74 tahun 1957 (Lenbar an-Negara
tahun 1957 No. 160) tersebut, oleh karena hanya bersifat
pengawasan, sedangkan peraturan/tindakan tersebut yang ditujukan
kepada perusahaan organi sasi orang-orang Ti onghoa tertentu adal ah
bersi fat penguasaan.

Penguasaan (| agi) perusahaan organi sasi orang-orang Ti onghoa
tertentu termaksud pada waktu ini tidak diperlukan ol eh karena
pada hari mul ai berl akunya Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- Undang i ni, perusahaan-perusahaan ternmaksud tel ah dan
sedang ada di bawah penguasaan Penerintah. Sedangkan penguasaan
t er hadap perusahaan perseorangan orang asing tertentu, ternmasuk
orang Tionghoa tertentu, oleh Penerintah dianggap tidak perlu,
mel ai nkan cukup dengan pengawasan.

PASAL DEM PASAL.
Pasal 1.

Yang di maksud dengan organi sasi adal ah setiap bentuk kerja
sama di dasarkan pada penbagi an kerja yang tidak hanya seketi ka.
Yang di maksud dengan orang asing :
a.yang tidak nenpunyai kewar ganegaraan, Kkiranya telah cukup

] el as,

b. yang nmenpunyai kewar ganegaraan dari sesuatu Negara yang tidak
di akui ol eh Republik Indonesia, m salnya pada dewasa
sekarang ini Israel, sedangkan yang hubungan di pl omati knya
di put uskan ol eh Republi k I ndonesi a, m sal nya pada dewasa in
Ker aj aan Bel anda,

c.yang nmenurut hukum Negara yang di akui ol eh Republik, I|ndonesia
menpunyai kewar ganegaraan tersebut, akan tetapi yang tidak
di turut ol eh orang yang. bersangkutan, m sal nya orang-orang
Ti onghoa yang nengaku sebagai "warganegara Ti ongkok Tai wan"
yang tidak turut pada hukum kewar ganegaraan Republ ik Rakyat
Ti ongkok.



Pasal 2.

Yang di maksudkan dengan pengawasan i al ah ti ndakan yang
di | akukan (ol eh Pemerintah) terhadap pekerjaan dari
pem | i k/ penguasa suatu perusahaan, satu sama | ai n di maksudkan
agar supaya perusahaan itu tetap dapat bekerja/nenghasil kan
seperti biasa dan tidak akan nerugi kan
Pemer i nt ah/ masyar akat / bur uh

Hak mem | i ki serta nenjal ankan perusahaan tersebut tetap ada
pada sipem |i k/ penguasa perusahaan. Lain dari pada tindakan
penguasaan, maka dal am tindakan pengawasan ini sipem|ik/penguasa
tetap bertanggung j awab atas kel ancaran produksi, penberian
kerjal/ upah/jasa, penbiayaan exploitasi dan |ain sebagai nya.
Tanggung jawab tersebut diatas, terutama penbayaran upah buruh
dan | ai n sebagai nya yang ber hubungan dengan itu, tetap harus
di j al ankan, nmeski pun m sal nya perusahaan ti dak dapat bekerj a.

Pasal 3.
Cukup j el as.
CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber: LN 1960/ 157; TLN NO. 2105



